
 
 

 
 

PERATURAN DAERAH  KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR     15     TAHUN  2018     

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  

PADA RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

  GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 
 
 

Menimbang  :  a.  bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
kesehatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti 
Hasan Aman, Pemerintah Daerah melakukan 
penambahan jenis pelayanan; 

b. bahwa jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a belum ditetapkan tarifnya dalam Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi 
Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut 
Gusti Hasan Aman; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi 
Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut 
Gusti Hasan Aman; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.             
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 
1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah 
Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia               Nomor 1106); 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat                 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia              
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan            
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3259); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia      Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4738); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1173/ 
MENKES/PER/X/2004 tentang Rumah Sakit Gigi                   
dan Mulut; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 
Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada 
Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan                   
Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan   Nomor 90);   

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

dan 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

 MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH  TENTANG  PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA 
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN. 
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Pasal  I 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah 
Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan   Nomor 90) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 
4. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman yang selanjutnya 

disebut RSGM adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan 
Aman. 

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk penetingan orang pribadi atau badan. 

7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan 
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan 
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya 
dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan dan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi. 

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat 
SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah 
retribusi yang terutang. 

12. Dihapus. 
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 

dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan jumlah, kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah 
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang. 
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14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat 
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau 
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

15. Surat Pernyataan Keberatan adalah surat atas keberatan terhadap 
SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 

16. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan 
kegiatan dan jasa yang diberikan kepada orang pribadi dalam rangka 
observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, pencegahan, pemulihan 
dan peningkatan status kesehatan. 

17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana 
pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau peserta 
pendidikan dan pelatihan. 

18. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas 
pemakainan sarana/prasarana, fasilitas dan bahan. 

19. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat 
BPJS adalah badan hukum yang menyelenggarakan jaminan 
pemeliharaan kesehatan. 

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bunti yang dilaksanakan secara objektif 
dan profesional berdasarjan suatu standar pemeriksaan untuk 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 

21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 
oleh Undang-Undang untuk melaksanakan Penyidikan. 

22. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan 
Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana bidang perpajakan daerah 
dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 

2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat yaitu pada ayat (3) 
sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 3 

 
(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 adalah: 
a. pemberian pelayanan kesehatan; 
b. pemberian pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan/atau  
c. penyediaan jasa lainnya. 

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a adalah pelayanan pendaftaran. 

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah 
pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, 
BUMD, dan pihak swasta. 

 
3. Ketentuan Pasal 11 dihapus. 
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4. Lampiran I dalam Peraturan Daerah Nomor 3  Tahun 2015 tentang 
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut 
Gusti Hasan Aman (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Nomor 90) diubah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal  II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan.  
 

 
Ditetapkan di Banjarmasin 
pada tanggal  4 September 2018     

 
 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 
 
            Ttd. 

 
          SAHBIRIN NOOR 

 
Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal  5 September 2018      

 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

KALIMANTAN SELATAN, 
 
 

Ttd. 
 

ABDUL HARIS 
 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
TAHUN 2018 NOMOR 15 
 
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:  
(13-206/2018) 


